- BUPATI BOALEMO

PROVINSI GORONTALO

B PERATURAN' BUPATI BOALEMO -
'NOMOR 33 'I‘AHUN 2018
TEN’I‘ANG
| PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN
| AKSES ARSIP DINAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPA'I‘I :BOALEMO,
| - Menimbang: a. bahwa arsip adalah informasi ya_n'g' autentik, utuh dan
o terpercaya, sehingga setiap organisasi Perangkat Daerah wajib
n“ f’ e [ . 7. . ] ) . . ) N .
r‘;ﬁ M f: ?fi, 53\5' menyediakan arsip dinamis bagi kepentmgan Pengguna Arsip;

/&1.\ b] bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan arsip dinamis

B L S P SR NS S,
g . 4
k)
-,

penyalahgunaan arsip oleh plhak-pzhak yang tidak berhak dan

. Keamanan dan Akses AI‘SIp Dmarms (SKKAAD),

~—bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana dimaksud pada

PARAF %3 R %QK;«-’} lguruf a dan huruf b _perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

| ' T Pedoman Sistem Klasiﬁkasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
R

A TR T

i CoLT e
7 % \ :-' TEm ang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lem_‘__baran Negara
| Z 3 D“" L Rep 1blik Indonema Tahun 1999 Nomor 178' * Tambahan

ST T

*§ : - _Lem;baran Negara Nomor 3899) sebagalma_na telah  diubah
| T déngan Undang-undang Nomor 10 .Tahun 2000 tentang

yang efektif dan: efisien ‘serta untuk mencegah terjadinya

_ Kh*?ux . untuk mehndungl fisik 1nforma51 arsip dinamis dari kerusakan
‘: EAGIAN - dan kehllanga.n perlu menyusun Pedoman Sistem Klasﬂikasi

;:':.Mengmga:,\v[ "'Uﬁ'dang ~ Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1999

y



Tahun 1999 Tentang - Pembentukan Kabupaten = Boalemo
(Lembaran Negara Repubhk Indonema Tahun 2000 Nomor 77,
_ ’I‘ambahan Lembaran Negara Repubhk Indonema Nomor 3965);
2. Undang—Undang Nomor’ 11: ‘Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Repubhk Indonesia

Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik -

Indonesua. Nomor 3151) sebagalmana telah dlubah dengan'
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
) Undang~Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informas1 dan’
Transak31 Elektronik -(. Lembaran Negara repubhc Indonesia |
Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Repubhk y
:.Indonesm Nomor 5952)

3. Undang—Undang Nornor 14 Tabun 2008 tentang Keterbukaan'. |
.Informam Publik (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun_. _

2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Repubhk :
Indonesia Nomor 4846), ‘ '

- 4. Undang-Undang Nomor. 43 Tahun 2009 tentang Kears1pan

S (Lembaran Negara Repubhk Indonesm Tahun 2009 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5071);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perﬁndang-Undangan ( Lembaran Négara ‘Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Nomor 5234), ' |

6. Undanngndang Nomor 23 Tahun 2014 - tentang Pemermtahan o

'Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014

o _'__Nomor 244, Tambahan Lembaran Repubhk Indonesna Nomor

:”5587) Sebagaumana telah dlubah beberapa kall terakhlr dengan

Undang—Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peruba.han Kedua

- Atas Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

:Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara. Repubhk Indonesxa'

' Tahun 2015 Nomor 82 Tambahan Lernbaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 5679) o 7

.7 . Peraturan Pemenntah Nornor 61 Tahu'n' 2010 ' tentang

Pelaksanaan Undang—Undang Nomor 14 . Tahun 2008 tentang

' _Keterbukaan Informasa P_ubhk (Lembaran Negara Republlk



UL IUIUULIESIA INOTROT D 14Y); .
8. Peraturan Pemerintah 'Ndi_hdr 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun. 2009 tentang
Kearsipan {IJembaran Negara Repub_lik Indonesia ""I‘ahun 2012

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

" Nomor 5286); o -

. ' 9. Peraturan Kepala Arsip- Nasmnal Nomor 17 Tahun 2011 tentang
o Penyusunan Pedoman Sistem KlaS]flkaSl Keamanan dan Akses

Arsip Dinamis;
MEM_UTUSKAN:

Menetapkan T PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PEDOMAN SISTEM.
. 'KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS.

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang d'il_fn-'a_ksud.de'ngan:

. Daerah adalah Kabupaten Boalemo
2. Bupati adalah Bupati Boalemo. _ o
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yan'g memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang- menjadi
kewenangan daerah otonom. | - : '
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selan_]utnya dlslngkat OPD adalah
Orgamsam Perangkat Daerah di 11ngkunga.n Pemermtah Kabupaten Boalemo
5.. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah D1n_as Perpustakaan_dan Kears1pan
Kabupaten Boalemo. - | ' o
6. Ar31p adalah rekaman keglatan atau perlst1wa dalam berbaga_l bentuk dan
media sesuai dengan perkembangan teknologi mformam dan komunikasi yang
dibuat dan . diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah lembaga
' pendldlka.n, perusahaan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan
perseoranga.n dalam pelaksanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
| bernegara | |
7. Arsip Dmarms adalah arsip yang d1gunakan secara langsung dalam keglatan

pencipta arsip ‘dan disimpan selama Jangka waktu tertentu.



10.

12.

arsip ulnamis perdasarkan pada t1ngkat keseriusan dampak yang ditimbulkan
terhadap kepenﬂngan dan keamanan negara pubhk dan perorangan

Akses arsip adalah ketersedlaan arsip sebaga.l hasﬂ d.an kewenangan hukum
dan otorlsas1 legal serta - keberadaah sarana bantu untuk mempermudah
penemuan dan pemanfaatan arsip. '

Pengamanan Arsip Dinamis adalah program perlindungan terhadap fisik

informasi arsip dinamis berdasarkan klasifikasi keamanan yang ditetapkan

' sebelumnya'
11,

Publik adalah warga negara atau badan hukum yang mengajukan permohonan

untuk mengakses arsip dmarms

Penmpta Ars1p adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam

' _pelaksanaan fungs1, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip

13,

'dlnamls -

Sangat rahasia adalah klasifikasi mfor:rnas1 dari arsip yang mem111k1 informasi

- yang apabila diketahui oleh pihak yangrtldak berhak dapat membahayakan

- 14.

kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rahasia adalah Klasifikasi informasi dari arsip yang apabila diketahui oleh

- pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi

15

16.

17.

18.

penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan /atau ketertiban umum.

. Terbatas adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang

apabila diketahui oleh pihak yang tidak berkepentingan dapat mengakibatkan
terganggunya peléksanaan tugas dan fungéi lembaga pemerintahan.
Biasa/Terbuka adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi
yang apabila diketahui oleh pub__lik tidak 'merugikan siapapun.

Tingkat Klasifikasi -keamanah arsip dinamis adalah pengelompokan arsip
dalam tingkatan tertentu berdasarkan dampak yang ditimbulkan apabila
informasi yang terdapat di dalamnya oleh plhak yang tidak berhak.

Kedaulatan Negara adalah kekuasaan mutlak atau kekuasaan tertmgg1 atas

- penduduk dan wilayah bumi beserta isinya yang dipunyai oleh suatu sistem

197

20.

' keselamatan-_ar_sip-baik fisik arsip 'rna_ilpun informasinya,

negara naswnal yvang berdaulat.
Sumber Daya Nasmnai adalah sumber daya manus1a, sumber daya alam dan
sumber daya buatan

Pemeliharaan arsip adalah kegiatan_ menjaga keutuhan keamanan dan



PERATURAN BUPATI BOALEMO. |

'~ NOMOR - : 33  TAHUN 2018

-TANGGAL 17 Juer TAHUM o019 | -

 TENTANG : PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN
AKSES  ARSIP DINAMIS

PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN
: AKSES ARSIP DINAMIS

I TATA CARA PENYUSUNAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES
ARSIP

Kegiata;n' Penyusunan Sistem Kl&siﬁkési Keamanan dan Akses Arsip di
masing—m_aSing SKPD disusun oleh pimpinan pencipta arsip. Prosedur
penyusuném Klaisiﬁkas_i_= Keamanan dan Akses Arsip Dinamis

digambarkan dengén bagan alur Sebagai berikut:

PENCIPTA ARSIP

IDENTIFIKASI KETENTUAN HUKUM

IDENTIFIKAS] ARSIP MELALUI ANALISIS
. FUNGSI UNIT KERJA DALAM ORGANISASI |

- JOB DESCRIPTION (URAIAN

JABATAN)

ANALISI?RESIKO
PENENTUAN KATEGORI KLASIFIKASI
KEAMANAN
SANGAT RAHASIA

RAHASIA
TERBATAS -
BIASA/TERBUKA " .

O ow >




'DAFTAR KLASIFIKASI DAN
"AKSES ARSIP DINAMIS '

TERMASUK ARSIP KATEGORI
KLASIFIKASI KEAMANAN
A. SANGAT RAHASIA
B. RAHASIA "
C. TERBATAS " -
D. BIASA

- KEBUTUHAN
- PENGGUNA
- . TERHADAP ARSIP =
“=w._ DENGAN KATEGORI

A 7 Tipak '
NG~ . : ! _ !
PENGGOLONGAN HAK ARSIP\ S
DINAMIS : :
: ) : "PENGGOLONGAN HAK ARSI:\
1 PENENTUAN KEBLJ ?II:’%?\TQIIESNTUAN KEBIJAKAN
A. PIMPINAN TINGKAT , . .
A e G B *A. PIMPINAN TINGKAT
_ " TERRINGGI .
B. PIMPINAN TINGKAT :

- TINGGI [SATUGKA " B. PIMPINAN TINGKAT
TINGKAT DI BAWAH : ‘ gﬁ gGI ,(TSATUAW
TINGKAT TERTINGGI ) KAT DI BAWAH
MENENGAH , C. PIMPINAN TINGKAT

_ MENENGAH
‘ : 2. PENGAWAS o
e INTERNAL/EKSTERNAL
\ \i PENEGAK HUKUM ‘/
1. PENENTU KEBIJAKAN ' i
2. PELAKSANA | !
KEBIJAKAN ' '
3. PENGAWAS ‘ FISIK ARSIP
INTERNAL/ -
EKSTERNAL - -
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| Dalam melakukan 1dent1ﬁka31 ketentuan hukum yang menjadl pedoman utama

adalah
1. Undang—Undang Nomor 43 ’I‘ahun 2009 tentang Kearsnpan,
2. Undang—Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
| Publik; _ ' ' ' o
'_ 3. Undang—Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informas1 dan Transaksi
Elektronik; o _
4. Undang—Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
S, 'Peraturan Pemerlntah Nomor 6 1 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang~
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
Peraturan Pemerintah No_m_o_r 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang .Nornor 43 Tahun 2'00_9' tentang Kearsipan; _
7. Peraturan Kepala Arsip NaSionél_Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang

Penyusunan Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip.

Identiﬁka’si: ‘ketentuan hukuin " yang dapat dipergunakan seba:g'ai dasar

'penentuan kla51ﬁka51 keamanan da_n akses arsip dinamis antara lam sebagai

benkut

- 1.

UndangéUndang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44-'ayat (1)

Pen01pta arsip dapat menutup akses ar31p dengan alasan apablla arsip

: dlbuka untuk umum dapat:

| a. menghambat proses penegakan hukum

b. mengganggu kepen’angan perlindungan hak atas kekayaan mtelektual
“dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
c. membahayakan pertanahan dan keamanan negara;
d. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori
dilindungi kerahasiannya;
e. merugikan ketahanan ekonorm nasmnal
meruglkan kepentingan pohtlk luar negen dan hubungan lhuar negen
g. mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan
' terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara
‘hukum; o

h. mengungkapkan rahasia atau pribadi; dan



L TTIITADTADAMSpAAALL LASALSULELIM UL atau Suwidl-SULEL _yang menurut S]Iatnya L

perlu d1raha31akan

E Pasal 44 ayat (2]

Pencipta: ar31p Wa_]lb menjaga kerahasiaan arszp tertutup sebagmmana
dimaksud pada ayat (1) ' ' '

. Undang~Undang Nomor - 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Inforrna31 i
Pubhk '
Pasal 17: .
| _Setlap Badan Publik waglb membuka akses bagl setlap Pemohon Inforrna31
' Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: |
a Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon -
Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu
] informasi yang dapat: N
1'._ menghambat proses penyehdlkan dan penyldlkan suatu tmdak_
- pidana; <l o
2 mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi,_dan/ atau korban -
yang mengetahui adanya tmdak pidana; o _ |
3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang
berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk_
kejahatan transnasmnal _
4. membahayakan keselamatan dan kehldupan penegak hukum dan/atau
keluarganya; dan/ atau _
S, me_mbahayakan keamanan' peralatan, sarana, dan/atau prasarana
penegak hukum. R |
. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepad'a Pemohon
Informasi Publik dapat fnengganggu kepentingan 'perlindungan ‘hak atas
kekayaan intelektual dan pérh'ndungan dari persaingah usaha tidak sehat;
. Informasi Publik yang apabﬂa dibuka dan diberikan kepada Pemohon:
I_nfoi'masi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara,
yaitu: " | _ 7.
1. infromasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang
- berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan

negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran



Smer m e s AtAatasid AMALLGARA ULELEGQLL - GLILAULLIELL  Udll Udldrn - darn luar

© .negeri;

takuk yang berkaltan dengan penyelenggaraan svstem pertahanan dan L

._'dokumen yang memuat tentang strategi, 1nte113en, operam teknik dan' |

' keamanan negara yang rnehpum tahap perencanaa, pelaksanaan dan

pengakhlran atau evalua31

. Jumlah komposisi, d1spos131, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan .

_ dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta -

rencana pengembangannya;

. 'gambar dan data tentang sntuam dan keadaan pangka_lan dan/atau' B

- instalasi militer;

6.
7.

data perkiraan kemampuan mlllter dan pertahanan negara lain terbatas
pada segala tindakan dan/ atau 1nd1kas1 negara tersebut yang dapat '
membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Repubhk ‘Indonesia

dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang

disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat .

rahasia;
sistem persandian negara; dan/atau

sistemn intelijen negara. -

. Informasi Publik yang apablla dlbuka dan dlbenkan kepada Pemohon

Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;

. Informasi Publik yang apabﬂa dibuka dan diberikan kepada Pemohon

Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonormi nasional:

1,

rencana awal pembelian dan pen_]ua_lan mata uang nas1ona1 atau asing,

saham dan aset vital milik negara;

. rencana awal perubahan nilai tukar suku bunga dan model operasi

institusi keuangan;

. rencana awal perubahan suku bunga bank, pln_]aman pemenntah

perubahan pajak tarif, atau pendapatan negara/ daerah lainnya;

4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;

rencana awal investasi asing;

6. 'proses dan hasil pengawasan perbankan, asuranm, atau lembaga

_ keuangan lainnya; dan /atau
7.

hal hal yang berkalatan dengan proses pencetakan uang .

Informasi Publik yang apablla dibuka dan dlberlkan kepada Pemohon N

Inforrna51 Pubhk dapat meruglkan kepentlngan hubungan luar negeri:
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_ dalam hubungannya dengan negos1as1 1nterna310na1
2. korespondenm diplomatik antarnegara; : . _
3 sistem komun1kas1 dan persandmri yang" dlperguna.kan dalam
: "menjalankan: hubungan internasional; dan/atau ' '
4. -_perhndungan dan pengamanan mfrastruktur strategts Indonema di luar - |
| negeri. .
g Informa51 Pubhk yang apabila dibuka dapat rnengungkapkan 151 akta
otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhu' ataupun was1at
.seseorang, o | |
h. Informa31 ‘Publik yang apablla dibuka dan dlbenkan kepada Pemohon
. Informas1 Publik dapat mengungkap rahasia pnbad1, yaitu: - |
1. nwayat dan kondisi anggota keluarga; _
2 nwayat kondisi dan perawatan pengobatan kesehatan ﬁ51k dan psikis
- seseorang; B
:.3. _ kOl‘ldlSl keuangan, aset, pendapatan, dan rekening b(mk seseorang,
| 4. .hasﬂ hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, 1:_1te_lektua11tas,-.dan '
rekomenda31 kemampuan seseorang, dan/atau
5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkautan' dengan :
kegiatan satuan pend1d1kan formal dan satuan pendidikan nonformal..
i memdrandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan
Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi
Informasi atau pengadilanf ' |

| J. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang—Undang.

- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun ‘2008,te1'1tang Infomiasi dan Transakéi o
Elektronik Lo
Pasal 27:

a. ayat (1), Setiap orang. dengan séngaja dan tanpa hak mendistribusikan |

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat  dapat diaksesnya
informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik y'a'ng memiliki muatan
yang melanggar kesusilaan. |

b. ayat (2), Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendlstnbus1kan
dan/atau mentraminsikan dan/atau membuat dapat dlaksesnya 1nforma31

elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.
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dan/atau menstram151kan dan / atau membuat dapat dlaksesnya informasi

_elektromk dan/atau dokumen elektromk yang mem111k1 muatan
'penghmaan dan/atau pencemaran nama bauk | '

d. ayat- (4), Setlap orang dengan senga_]a dan tanpa hak mendlsmbu31kan

. dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat. dapat d1aksesnya

: informam elektromk dan /atau dokumen elektromk yang ‘memiliki muatan

pemerasan dan/ atau pengancaman

o | Pasal 29
Setiap bfalig dengans_engaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik
dan/atau ~dokumen . eleketronik yang berisi ancaman kekerasan atau

menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

| o Pasal 30

a. ayat ('1),_' Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melaWan hukum
merig’akses komputer dan /atau sistem elektronik milik orang lain dengan
éara_ aﬁapun. L '

b. ayat (2}, Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau rnelaﬁ\}an hukum
rﬁeflgékses 'komplitér dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun
dengén t{_ljuan untuk menﬁperc)leh informasi elektronik dan/atau dokumen
elektronik. | o ..

c. ayat (3), Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum
mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun
dengan- melanggar, rr'l'enero:bo's, melampaui atau menjeboi_ sistem

pengamanan.

| - Pasal 31 -

a. ayat (1), Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum
melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau
dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/ ai:au sistem elektromik
tertentu milik orang lain. L | _

b. ayat "(2) ‘Setiap orang dengan senga_]a dan tanpa hak atau melawan
hukum melakukan mtersepsn atas transmisi informasi elektmmk dan/atau
dokumen elektronik yang tidak bersﬁat publik dari, ke, dan di dalam suatu

komputer dan/atau sistem 'elektronikr tertentu milik orang lain, baik yang
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adanya perubahan,- penghﬂangan dan/atau penghentlan informasi. |

elektromk dan/ atau dokumen’ elektromk yang sedang d1transn1131kan
c.. ayat (3) Kecuah 1nterseps1 sebagalmana d1maksud pada ayat (1) dan ayat
(2], mtersep31 yang dllakukan dalam rangka penegakan hukum atas

permmtaan kep01131an kejaksaan, dan/atau 1nst1tu81 penegak hukum -

lainnya yang dltetapkan berdasarkan undang-undang

d. ayat (4), Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 1nte_rsepsi_sebagimén’a e

dimaks'u'd pada ayét (3) diatur déngé_n peraturan pemeﬂntah.' X

Pasal 32

a. ayat (1), Setlap orang dengan senga_]a dan tanpa hak atau melawan hukum
dengan cara apapun mengubah, menambah, . rnengurangl -melakukan
transm131 merusak, menghllangkan, memindahkan, ‘menyembunyikan
suatu informasi elektronik dan/ atau’ dokumen elektromk lmhk orang lain
atau milik publik. _

b. ayat (2) Setlap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum_
dengan cara apapun memlndahkan atau mentransfer 1nforma31 elektronik
dan/atau dokumen elektronik kepada 51stem .ele_ktron_lk orang lain yang
tidak berhak. " L |

c. ayat (3), Terhadap perbuatan sebagaumana dimaksud pada ayat (l) yang_
mengak1batkan terbukanya suatu mforrnasn elektromk dan/ atau dekumen
elektronik yang bersifat raha81a menjadl dapat dlakses oleh pubhk dengan

keu_ntu_han data yang udak_sebagmmana mestinya.

_ Pasa.l 35
Setiap « orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan N
mampulasx, penmptaan perubahan, penghﬂangan, pengrusakan 1nforma31 :
elektromk dan / atau dokumen elektromk dengan tujuan -agar informasi
.elektromk dan/ atau dokumen elektromk tersebut dlanggap seolah-olah data'-
_ yang otentxk A

Pasal 36
~ Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan
perbuatan sebagaimana dunaksud dalam Pasal 27 sampai Pasal 34 yang

meng_a_klbatkan kerugian bagi o_rang lain.
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. Pasal37
Set1ap orang dengan. senga_]a melakukan perbuatan yang dllarang
_sebagmmana dlmaksud ~dalam Pasal 27 sampa1 dengan Pasal 36 di luar

- wilayah Indonema terhadap 31stem elektromk yang berada di wilayah
yurisdiksi Indones;a.

' .-._ Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perhndungan Konsumen Pasal

' ' .3 ayat {4) __

Menmptakan sistem perhdungan konsumen yang mengandung unsur

. kepastlan hukum dan keterbuka,an informasi serta akses untuk mendapatkan
‘informasi. _ |

. Undang—Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 7

| Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang

- kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.

. Pasal 8 _
Setiap orang berhak memperdleh- informasi tentang data kesehatan dirinya
termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan

dltenmanya dari tenaga kesehatan

Pasal 168 :

a. ayat (1), Untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang efektif dan
efisien diperlukan informasi kesehatan

b. ayat (2), Informasi - ke_sehatan. sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui sistem informasi dan melalui lintas séktor. _

c. ayat (3}, Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem infoi‘masi‘ sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

_ Pasal 169 _
‘Pemerintah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh

akses terhadap 1nforma51 kesehatan dalam upaya menmgkatkan derajat

kesehatan masayarakat

© Pasal 189 ayat (2):

- Penyidik sebagalmaa_n dunaksud pada ayat (1) berwenang:



a.
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tmdak pldana di bldang kesehatan o _
melakukan pemenksaan terhadap orang yang dlduga rnelakukan tmdak

pldana di bldang kesehatan

memlnta keterangan dan bahan buktl dan orang. atau. badan hukum :

sehubungan dengan tlndak pldana di bldang kesehatan

. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lam tentang tmdak

..pldana di bldang kesehatan;

melakukan pemenksaan atau penyltaan bahan atau barang bukti dalam
perkara tindak pldana di bldang kesehatan , |
mermnta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyldikan tmdak_ '
pldana di bldang kesehatan; ' - ' _

menghennkan peny1d1kan apabila - tidak terdapat cukup buktl yang'
membukukan adanya tindak pidana d1 b1dang kesehatan. :'

. Undang—Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomumkam Pasal 18

ayat (1), Penyelenggara jasa telekomunikasi Wa_]lb mencatat/merekam o

secara rlnc1 pemakalan _]asa telekomun1ka51 yar_lg d1g_unakan oleh
pengguna telekomun1kas1 _ R : ‘

ayat (2) Apabila pengguna memerlukan cataum/ rekaman pemakalan jasa
telekomun1ka31 sebagalmana dlmaksud pada ayat (1} penyelengga_ra

telekomumkam Wa_]lb membenkannya

. ayat (3) Ketentuan mengenal pencatatan / perekaman pemaka.lan _]asa .

telekomumkam sebagalmana dlrnaksud pada . ayat (1)} dlatur dengan

Peraturan Pemerintah.

"'Pasé'l 20

Setiap penyelenggara telekomun1kas1 Wa_]lb memberikan. pmontas pengiriman,

penya.luran dan penya;rnpalan 1nforma31 pentmg menyangkut

a.
b.

‘C,

Keamanan negara _
Keselamatan lea manusia dan harta benda;

Bencana alam;

d. Marabahaya dan/atau |
e. Wabah penyalﬂt.



o - _ S CASdlL Y : _ _ S
- Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang

disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun.

L R  Pasal4l | . R
.DaIar_ﬁ rangka peinbliktian kebenaran pemakaian. _fas_i_Iita's ’télekomunikas:i' '
‘atas  permintaan  pengguna jasa telekomunikasi_-,. pehye_le'nggara jasa
. té_lekomuhikasi wajib melakukan kegiatan perekamaﬁ' -peinakaian fasilitas

' telekomunikasi' yang digunakan ole_h. pe'_ngguna jasa te'iek_omunikasi dan dapat
melakukan perekaman informasi sesuai dengan- keteﬁtu:an peraturan

perundang-undangan.

L Pasal 42
- a. ayat (1), Penyelenggara jasa telekomun1kas1 wajib meraha31akan 1nformas1
yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui -
jasa telekomunikasi f."dan- atau jasa teieko’mu_'riikasi  yang
diselenggarakannya. B | | o
- b. ayat '(2) Untuk keperh'lan”"'prosés -pidana, " peﬁj*élenggara jasa - -
telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan / atau diterima
- oleh penyelenggara jasa telekomumkam serta dapat membenkan informasi
yang diperlukan atas: ' B
a, Permmtaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepol131an Repubhk
Indonesia untuk tindak pldana tertentu
b. Permintaan peny1d1k untuk tmdak pldana tertentu sesua1 dengan
Undang—Undang yang berlaku. | _
c. Ayat (3) Ketentuan mengenal téta cara permmtaan dan pemberian
rekaman mformas1 sebagalmana dlmaksud pada’ ayat (2) diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

 Pasal 43

Pemberlan rekaman mfonna31 oleh penyelenggara Jasa telekomumka31 kepada o |

pengguna Jasa telekomumkasx sebaga:lmana dlmaksud dalam Pasal 41 dan

untuk kepetmgan proses peradﬂan pldana sebagalmana dlmaksud dalam.

Pasal 42 ayat (2), tidak merupakan pelanggaran Pasal 40

7. UndanguUhdang Nomor 30 Tahun 2000-tentang Rahasia Dagahg Pasal 2



L LI y\;.u.ulu.l.ulsa.u 1dI1¢':I.§J.¢':!.' uagdng mellputl metoae 'pI'OduKSl' metode
: pengolahan metode pen_]ualan, atau 1nform381 lain di- bldang teknolog1 :
_dan/atau ‘bisnis. yang mem111k1 mla_t ekonoml dan t1dak d1keta.hu1 oleh

masyarakat umum.

_ _ Pasal 3 _ _
~a. ayat’ .(1), Raha31a Dagang mendapat perhndungan apabﬂa informasi
.t'erSebut ber31fat rahasia, mempunyal ' nilai- ekono_ml, dan dijaga
kera.hamaannya melalul upaya sebagalmana mestmya |
D 'ayat (2), | Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut
| hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum
oleh masyarakat.
‘c. ayat (3), Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat
kerahasiaan -informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan
-kegi_ata.n atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan

keuntungan secara ekonomi.

B. Iden’uﬁkam AI‘Slp melalul Analisis Fung31 Unit Kerja dalam Organlsa51 dan
- Uralan Jabatan
1. Analisis Fungsi Unit. Kexja dalam Orgamsam
,Anahsls fung31 dalam orgamsam dﬂakukan terhadap unit ker_]a yang
menjalankan fungsi baik substantif maupun faSIhtatlf dengan tujuan
untuk menentukan fungsi strategis ,délarn organisaSi. |
Fungsi substantif atau utama adélah kelompok kegiatan utama suatu
orgamsam sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi
'fasﬂltatxf adalah kelompok keglatan pendukung yang terdapat pada setiap
organisasi misalnya sekretariat, keuangan, kepegawaian, dan lain-lain.
Contoh arsip Yang dihasilkan berdasarkan analisis fungsi substantif yang
mempunyai nilai setrategis bagi individu, masyarakat, organisasi, dan
negara antara lain dalam stru_ktuf drganisasi Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Boalemo, salah satu fungsinya adalah penyusutan
arsip. Kegiatan yang tercipta dari fungsi tersebut antara lain Keputusan
Bupati tentang Tim Penilai Arsip, Daftar Arsip yang disusutkan, daftar
Arsip yang dinilai, Rekomendasi Tim Penilai Arsip, Berita Acara
Penyusutan -dan Surat PersetUJuan Pemusnahan Ar31p (apabila arsip

dlmusnahkan)



saiaanoas 1 UigoL WAkl Wl KO QU organisasl dapat digambarkan dalam

tabel sebagai berikut:
No - Unit _'Kerja Fungsi Kegiatan Arsip ’[‘e_rcipta - Keterangan
| . ' Dipertimbangka -
1 Dinas - Pengelolaan | Penyusutan |e SKTim Penil_é\;i Arsip je n
Perpustakaa | S
n’o Arsip Arsip e  Daftar Arsip yang " terbuka
dan = ' . Dipertimbangka
Kearsipan Disusutkan = . - n |
Kabupaten . ¢ Daftar Arsip yang. terbuka
o o Dipertimbangka
Boalemo Dinilai n
* Rekomendasi Tim terbuka
Dipertimbangka
Penilai Arsip n
s ' Berita Acara - terbuka
_ Dipertimbangka
Penyusutan n |
¢  Surat Persetujuan ' terbuka
Dipertimbangka
Pemusnahan Arsip o n
(apabila arsip | terbuka
dimusnahkanj |
VPenyusunan Peraturan Bupati Terbuka
| pératuran - (Arsip Statis) ’
Bupati

~ Contoh arsip berdasarkah fungsi fasilitatif yang mempunyai nilai

strategis bagi individu, masyarakat, organisasi, dan negara antara lain:

a. Unit kepegawaian, dalam rangka melaksanakan fungsi penyusunan

pegawai, unit kepegawaian melaksanakan kegiatan penyusunan

personil file diantaranya meliputi disiplin pegawai dan DP3 /SKP. Arsip

yang tercipta dari kegiatan ini dapat dipertimbangkan sebagai arsip

rahasia karena mempunyai nilai bagi

individu pegawai yang

bersangkutan dan dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap

masalah privasi.

b. Unit keuangan, dalam rangka melaksanakan salah satu fungsi yaitu

‘pengelolaan  perbendaharaan, diantaranya melakukan kegiatan

f




S euiuuusuEas: -pellbdaydrdan gajl. - ATsip yang- dihasilkan diantaranya
- adalah daftar gaji dan daftar potongan 'gé.ji pega:wai yang dapat-
dipertimbangkan aréip rahasia kareﬁa -niempuﬁyéi riilai bagi individu
pegawa1 dan" dapat memmbulkan kerug1an yang _serius’ terhadap.'

' masalah privasi.

-2, Uralan Jabatan .
Selam analisis- fungsi unit organisasi, perIu dldukung adanya analisis -
sumber daya manusia sebagal penanggung jawab dan pengelola melalui

anahsls uralan Jabatan Ura_la_n Jabatan adalah suatu catatan yang sisternatis

tentang tugas dan tanggung jawab suatu Jabatan tertentu yang dlurmkan _ |

. berdasarkan fung31 sebagaimana yang tercantum dalam struktur orgamsam
Uratan Jabatan berbentuk dokumen formal yang berisi nngkasan tentang
suatu jabatan untuk membedakan jabatan yang satu dengan Jabatan yang

' lain dalam suatu organisasi. Uraian Jabatan disusun dalam suatu format yang

terstruktur sehmgga informasi mudah dipahami oleh setlap plhak yang. -

'_berka,ltan di dalam organisasi. Pada haktlkatnya, uraian Jabatan merupakan
hal yang ‘penting dalam pengelolaan sumber daya manusm dalam suatu

orgamsam dimana suatu jabatan dijelaskan dan diberikan batasan

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam uraian jabatan m'elipu'ti" R

a. Idennf1ka31 Jahatan, berisi informasi tentang nama jabatan dan bagian
dalam suatu organ1sas1 _ _ .

b. Fung31 Jabatan berisi penjelasan tentang keglatan yang dilaksanakan
berdasarkan struktur organisasi; _ _

C. 'I‘ugas—tugas yang harus dllaksanakan, baglan ini merupakan inti dari .
uralan Jabatan dan '

d. Pengawasan yang harus dllakukan dan yang d1ter1ma |

Penyusunan uralan Jabatan hasrus - d11akukan dengan ba1k agar mudah' :
dlmengertl untuk itu diperlukan suatu proses terstruktur yang d1kena1
dengan nama analisis Jabatan _ _

Analisis: Jabatan adalah proses untuk memaharm suatu Jabatan dan kemud1an'

menuangkannya ke dalam format agar orang lain mengeru tentang suatu
. Jabatan

Prinsip penting yang harus dianut dalam melakukan analisis jabatan, yaitu:



€. AUALSIS ULEAKUKEIL UNTUK memanami tanggung _]awab setlap _]abatan dan
. kontrlbuszl Jabatan terhadap pencapalan has1l atau tujuan organisasi.
Dengan anah31s ini, maka uraian Jabatan akan rnen_]adl daftar tanggung |
Jawab | o T
b.. -Yang d1ana.1131s adalah jabatan, bukan pemegang Jabatan dan
KOIldlSl Jabatan yang dianalisis dan dituangkan dalarn uralan Jabatan '
ada.lah kondisi jabatan pada saat dlanallsls berdasarkan rancangan. i

strateg1 dan struktur organisasi.

Dari analisis Jabatan dapat dlllhat pejabat yang mempunya.l Wewenang dan

}_tanggung jawab- terhadap “tingkat/derajat . klasifikasi . keamanan dan

mempunyai hak akses arsip. :Untt'jk itu, dapat digolongkan personil tertentu
- yang diberi wewenang dan tanggung jawab dalam penyusunan, penanganan, __

pengelolaan keamanan 1nforma31 dan diberi hak akses ar51p

| _Penggolongan personll untuk menjamin perlmdungan pengamanan mformam o

dan mempunyal hak akses ar31p d1nam1s terdiri dari penentu kebIJaKan

pelaksana kebl_]akan, dan pengawas

Tanggung _]awab tersebut dapat dluralkan sebagai benkut
a. Penentu kebljakan _ _

1. ‘menentukan tmgkat/ derajat klas1ﬁka31 keamanan dan ha.k akses. arsip -
dinamis; _ _ |

2. memberikan _pertimbangan é.tau"_alasan | secara - tertulis mengenai
péngklasiﬁkasian keamanan dan penentuan hal akses arsip dinamis;

3. menentukan sumber daya manusia yang bertanggung jawab dan
mempunyal kewenangan dalam mengamankan mformas.l dalam arsip
dl_narm_s yang telah _d1k1as1ﬁka31kan keamanannya; d_an |

4, menuangkan' keb’ijakéin, dasar pertlmbangan, _ dan ~sumber daya
manusia yang bertanggung Jawab dalam suatu pedoman petunjuk
pelaksanaan, atau petunjuk tekms

b Pelaksana kebijakan | e _

1 memahalm dan menerapkan k1a51f‘1ka31 keamanan dan hak akses arsnp R

o dinamis sesuai dengan kewenangan yang sudah dltetapkan,

2. melaksanakan pengelolaan ar51p sesuai dengan tlngkat ldasfﬂcam i
-keamanan dan hak akses ar31p dinamis sesuai - dengan kewenangan
yang telah ditentukan; '



V. ucionalll selnua prudnggcu dall ydng alemugar;
4. melaporkan semua tindakan peny1mpangan dan pelanggaran PR

| 5 _ menjamm bahwa 1mplementa81 tingkat klas1ﬁkas1 keamanan dan hak_ _

_ akses arsip d1nam1s telah d1koordma51kan dengan pejabat yang terka1t (.

o secara tepat

6. menjamin 1nforma31 ‘yang berada dalam kenda.h pejabat yang - .

mempunyal wewenang dan tanggung Jawab terhadap tmgkat_.

klas1ﬁka31 keamanan dan mempunyal hak- akses a.rSIp ‘dinamis telah -

'dlhndungl dari kerusakan fisik dan dari akses, perubahan, serta £

- pemindahan ilegal berdasarkan standar keamanan, dan
| 7. | meng1dent1ﬁkas1 semua kebutuhan dalam rangka menjamm keamanan
informasi dan hak akses arsip dinamis yang terdapat dalam ar31p yang

'- telah dllda31ﬁkas1kan keamanannya

C. Pengawas _
1. menmdaklan]utl pelanggaran dan penylmpangan yang d1temukan dan .
- 2. melaporkan semua dugaan pelanggaran dan penylmpangan kepada- S

- penentu kebijakan. o
'Contoh penggolongan persoml dalam suatu orgamsa51 untuk menjamin
perlmdungan kéamanan informasi dan hak akses ar31p dmarms adalah: - |
a. Penentu kebijakan adalah pejabat yang mempunya_t fung51 tugas, _
tanggung jawab, dan kewenangan kedmasan ke luar - dan ke dalam |
1nsi:ans1 sepertl lepman tertmgg1 sampai dengan eselon 2 pada |
' '1nstans1 Pemerintah Daerah atau eselon 3 pada mstans1 setingkat
- Bagian/ Kantor; . g'f |
b, Pelaksanaan kebijakan 'adalah pejabat' pada iniit “kerja yang
_melaksanakan fung51 dan tugas organlsa51 setmgkat eselon 3 dan 4,
'sepertl Kepala Bldang/ Kepala Bag1an, Kepala Sub Blda_ng/ Kepala Sub '_
Bagian /Kepala Seksi: -~ - _ |
. Pengawas adalah peJabat yang mempunyal fung31 -dan tugas“
.pengawasan sepertl 1nspektur/aud1tor pada mspektorat pengawas__ -

mtern pada Satuan Pengawas Intern (SPI).

3 Anahsls RlSlkO

Setelah dﬂakukan analisis fungsn umt kexja dalam orgamsa& dan uraian

| tugas kemudlan dilakukan anah31s r131k0



ALAUSIS  LSIMU . WPCIZULIKELL  UILUK - IemDerikan perumbangan terhadap
: pengklasﬂismn keamanan dan hak akses ar31p dinamis - karena apabila
| d1ketahu1 oleh orang yang tldak berha.k keruglan dlhadapl Jauh 1eb1h besar
'_'_dan pada manfaamya ' 2 o |

Risiko tersebut dapat berdampak terhadap keamanan 1nd1v1du, masyarakat

orgamsas1 dan negara.

Contoh anahsls I‘lSlkO -

o a. Ar31p yang berhubungan dengan Perangkat Daerah Satpol ‘PP misalnya
-ars1p razia penertiban penyaklt ‘masyarakat - dan penegakan PPNS
(dljelaskan dlatas ketentuan umum} mulai dari .peréncaﬁaan dan
pelaksanannya dlrahasmkan _ "

Setelah dﬂakukan analisis ns1ko hasll analisis menynnpulka_n

1) Jlka arsip tersebut dlbuka maka dapat menimbulkan terganggunya' '
ketertiban -umum “dan 1nd1v1du serta fungs1 - penyelenggaraan
pemerintah Satpol PP tldak btealan B

2) J1ka arszp ditutup, maka kemungkman risiko yang dapat timbul t1dak '

'~ ada sehingga lebih baik dikategorikan rahasia.

Berdasarkan anaiisis risiko. fersebut,'-kewenangan'hak_'akses arsip dinamis

hanya terdapat pada penentu kebijakan sesuai dengan kewenangannya.

b. Arsip rencana tata kota 7
1) Bila arsip dirahasiakan, maka kemungkinan risiko yang akan timbul
' adalah dlsalahgunakan oleh pe_]abat yang berwenang karena tidak ada
- kontrol dari masyarakat. .
2) Bila’ ar51p diketahui oleh 'publik maka akan ada kohtrol dan koreksi,

sehlngga lebih baik’ dlkategonkan sebaga1 ar31p blasa dan dapat
dlakses oleh masyarakat

4 Penentuan Kategorl Klasxﬁkas1 Keamanan

Berdasarkan identifikasi ketentuan hukum anahsus fung31 umt ket;]a dalam

- organisasi dan uraian _]abatan serta. anahsls risiko, dapat dltentukan kategorl '

- Klasifikasi keama_nan yaitu:: . : _
a. Sangat Rahasia apabila’ dlketahm oleh pihak yang tidak berha.k dapat 7

rnembahayakan kedaulatan negara, keutuhan Wllayah Negara Kesatuan .

Republlk Indonema, dan keselamatan bangsa



v. Nauasm . dpdDud  AlKetanul olen pinak - yang tidak  berhak dapat

m'engakibatkan' terganggunya fungsi p{_ényelenggaféan' negara, sumber

daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi - makro.
: Apabil:i informasi yarig terdapat dalani 'arSip bersifa’t sensitif bagi -
lembaga/ orgamsa51 akan menimbulkan - kerugian yang serius terhadap'
privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan serta merusak
| kemltraan dan reputasi; _ _ :
- c. .Terbatas apabila diketahui oleh pihak yang tidak .'be_rhak dapaf S
- méngakibatkan terganggunya pelaksénaan fungsi dan tugas lembaga
pemér‘infahan seperti kerugian finansial yang signiﬁkan; I

d. Biasa/Terbuka apabila dibuka untuk umum tidak mernbawa dampak

apapun terhadap keamanan negara,

Penentuan keempat tingkat klasifikasi keamanan tersebut disesuaikan "
dengan kepentingan dan kondisi setlap lembaga. _
Di suatu lembaga, dlmungkmkan untuk membuat pahng Sedlklt 2 (dua}
tmgkat/ derajat klasifikasi keamanan arsip dinamis. Setelah dibuat tingkat
kategori kla51ﬁkas1 keamanan arsip, selanjutnya dapat dltuangkan dalam
Daftar Arsnp Dinamis berdasarkan klasifikasi keamanan dan akses arsip

dinamis.

Penggolongan Hak Akses Arsip Dinamis

Berdasarkan identifikasi ketentuan hukum, analisis fungsi unit kerja dalam
orgamsam analisis uraian jabatan, analisis risiko, dan penentuan kategori
Klasifikasi keamanan, dapat ditentukan penggolongan pengguna yang berhak

mengakses terhadap arsip dinamis, yaitu:

a. Pengguna yang berhak di lingkungan internal instansi

1). Penentu Kebl_]akan mempunyal kewenangan untuk mengakses seluruh

arsip yang berada di bawah kewenangannya dengan ketentuan o

- sebagai berikut:
a) Pimpinan tingkat tertinggi mempunyai - kewenangan untuk
_ mengakses seluruh arsip yang berada di bawah keWénangahnya.' | _
- "b) Pimpinan tingkat tinggi (satu tingkat di bawah pimpinan tingkat .

tertinggi) mempunyai kewehangan untuk mengakses seluruh arsip



| yauy ueLaud UL DAWADL Kewenangannya namun tidak dlbenkan hak -

.- akses untuk informasi yang terdapat pada

punpman tingkat tertinggi dan yang. satu tmgkat dengan unit di

- luar unit kerjanya, kecuah telah mendapatkan izin. -

o c) Pimpinan tingkat menengah (satu tingkat- di .: ‘bawah pimpinan

2)

tingkat tinggi) mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh -
arsip yang berada di bawah kewenangannya,  namun tidak
'd_iberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinaﬁ
* tingkat tertinggi, pimpinan tingkat tinggi, dan yang satu tingkat

dengan unit di lua';r"uriit"kerja.nYa:kecuali telah mendapatkan izin.

Pelaksana kebgak.an mempunya.l kewenangan untuk mengakses

seluruh arsip yang berada di bawah kewenangnnya dengan tmgkat
klasifikasi biasa, tetapl tldak dlbenkan hak akses untuk arsip dengan
tmgkat klasifikasi terbatas, rahas1a dan sangat rahama vang terdapat _' "

'pada pimpinan tmgkat tertmgg1, punpman tmgkat tinggi, plmpman _'
_ 'tmgkat menengah dan yang satu tmgkat di atas umt kerjanya kecuali E

. telah mendapaﬂ(an izin,”

' 3)' Pengawas 1nterna1 rnempunyal kewenangan untuk mengakses seluruh

ars1p pada pencipta ar31p dajam rangka melaksanakan fungsi

i pengawasa.n internal Sesual dengan ketentuan peraturan perundang—

__undangan, sepertl pengawasan yang dﬂakuka.n oleh Inspektorat

: Jen’d'eral/lnspektur Uta:_na Kementnan/ Lembaga- dan .Satuar_l

Pengawas Internal (SPI)

Pengguna yang berhak di 11ngkungan eksternal 1nstans1 _

1)

2

Publik ‘mempunyai . hak untuk mengakses seluruh ar31p dengan

kategon biasa/ terbuka

: Pengawas eksternal mempunya1 hak untuk mengakses seluruh arsip
_pada pencipta arsip dalam rangka- meIaksanakan fungsi pengawasan
eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
sepertl pengawasan yang dllakukan oleh Badan Pemeriksa Keuanga_n-' 8
- (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP).
~Aparat penegak hukum mempunyal hak untuk mengakses arsip pada i

; penc1pta arsip yang terkalt dengan perkara atau proses hukum yang-

- sedang ditangani dauam rangka melaksanakan fung81 penegak hukum
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Avaam Tangka pelaksanaan klasitikasi keamanan dan akses arsip dinamis,
' :pengguna yang berhak untuk mengakses arsup dmamls sebagalmana tabel
benkut ' '

'. Tabé_l 2;__ Pengguna yang bérhak a_ks'e_s_ afsip_dina'mis L

Tingkat * :
| . [Klasifikasi [Penentu . [Pelaksana - [Pengawas . 1 |Penegak
B N I R Publik -
: - [Keamanandan [Kebijakan - Kebijakan {nternal/Eksternal - ! Hukum
Akses R |
1° | Biasa/Terbuka v Vo Vv v v
2 . Terbatas . v - v - \%
3 Rahasia v - \Y - \'
4 - |Sangat Rahasia |V - v - v

. -."Keterangan Tabel 2

| a. Ar31p Berkla31ﬁka31 Sangat Rahas1a hak akses diberikan kepada pimpinan

| tertmggl lembaga dan yang setingkat di bawahnya apabila sudah |

' diberikan i izin, pengawas mter_nal /eksternal dan penegak hukum.

b.. Arsip Berldasifﬂ{aéi Rahaéia;: hak akses diberikan kepada p1mp1nan

tmgkat tinggi dan setingkat di bawahnya apabila sudah dlberlkan izin, |
- pengawas internal/eksternal dan penegak hukum.

c. .Arsip Berklasifikasi Terbatas, hak akses diberikan kepada pimpinan |
tingkat- menengah dan seﬁngk’_ét di bawahnya apabila sudah diberikan
izin., PengaWas inte_r_rial/ e_ksternal dan penegak hukum. |

d. Arsip Berklasifikasi Biasa/Terbuka, hak akses diberikan kepada semua
‘tingkat pejabat dan staf yang berkepentingan.

Pengamanan T‘ingkat Klasiﬁkasi _ |

Berdasarkan tingkat Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, maka _

pencipta - arsip mengacu keténtuan peraturan perundang-undangan

melakseipakan pengamanan fisik arsif) dinamis maupun _iﬁformasinya sesuai
dengan tingkat klasifikasi, antara lain dalam penyimpanan dan peny‘ampaian

sebagai berikut: ,

N PenyimpananPenyimpanan dalam rangka penahganan fisik maupun

informasi ‘arsip dinamis sesuai dengan tmgkat kla31ﬁkas1 dapat dilakukan

f

dengan memperhaukan medla ars1p



Feugaturan pPENggUNd arsip Seria prasarana dan  sarana sebagarmana

‘bagan di bawah ini:

2) Penyampalan

. Penyampaian dalam rangka penanganan f1s1k maupun mformas1 arsip

dmamxs sesueu dengan tingkat klasifikasi- dapat dllakukan melalul -

| "::pengmman yang dlllndungl sebagalmana tabel d1 bawah 1n1

Tabel 4. Prosedur Pengiriman Informa31

NO . |TINGKAT/ DERAJAT

| kertas yang berbeda
| Diberi kode rahasia
| Menggunakan amplop

" Dobel

‘Amplep segel, stempel
Rahasia

. :Konfirmasi tanda
" Teritma "

“Harus dikirim melalui
- orang yang sudah
' diberi wewenang dan

. tanggung jawab

terhadap pengendalian

: ._'éi"sip / dokumen

rahasia.

KLASIFIKAS] ARSIP KQWENSIONAL ' ARS_IP.-ELEKTRONIK.
1 2 .. 3 . 9
1 Biasa / Terbuka - Tidak ada persyaratan Tidak ada prosedur khusus -
: _ S prosedur khusus _ '_j.- o _
2 Terbatas A.m.plop segel Apabilé ﬁesan elekironik afau
S ' email berisi data tentang - -
ir._lformgsi' personal, harus
menggunakan '_enkr-ipsi, email
yang dikirim dengan alamat
o k_h.u'su.s,. pasword, dan lain—ia'in'
-3 : |‘Rahasia . Menggunakan warna  |1. Harus-ada konfirmasi dari -
S ' ' 1S ye penerima pesan'elckil:ronik._'

' atau email
2. Mcnggunakan perangkat
. dﬂghu_Suékan bagi pesan

" elektronik atau email rahasia.

3. Menggunakan persandian

at_aﬁ kriptografi.

4. Sangat Rahasia. -




| Sangat Rahasia |1

Menggunakan warna

kertas yang berbeda. - -
. Menggu:nalgan amplop

dobel bersegel

- Audit jejak untuk

Setiap titik akses
(misal: tanda tangan).

. Harus dikirim melalui
orang yang sudah

' _diberi wewenang dan

) tanggung jav&ab
“terhadap pengendalian

arsip/dokumen
rahasia.

. Harus ada _ko_nﬁrmasi dari

penerima pesan elektronik

- ‘atau email

. Menggunakan perangkat yang

dikhususkan bagi pesan

elektronik atau email rahasia

. Menggunakan persandian
" atau kriptografi

. Harus ada pelacakan akses

informasi untuk suatu pesan

|- elektronik atau email.

‘Catatan : ketentuan yang berlaku pada arsip dengan klasifikasi sangat rahasia

‘meliputi juga ketentuan yang berlaku pada arsip dengan klasifikasi rahasia dan

terbatas. Ketentuan yang berlaku pada arsip dengan klasifikasi rahasia meliputi

juga ketentuan yang berlaku pada rsip dengan klasifikasi terbatas.

TATA CARA PENYUSUNAN DAFTAR ARSIP DINAMIS BERDASARKAN KLASIFIKASI
KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

A. Format Daftar Arsip Dinamis Berdasarkan Klasifikasi Keamanan dan Akses

Arsip Dinamis

Format daftar Arsip Dinamis berdasarkan Klasifikasi Keamanan dan Akses |

Arsip dinamis terdiri atas: nomor, kode Kklasifikasi, jenis arsip, klasifikasi

keamanan, hak akses, dasar pertimbangan, dan unit pengolah. Rincian

lebih lanjut sebagai berikut:

Daftar Arsip Dinamis

Berdaéar_kan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis

INo - Kode

Jenis

Unit

Klasifikasi = [Hak Akses - |Dasar
- [Klasifikasi . |Arsip . Keaiﬁéna_n ' . [Pertimbangan  [Pengolah-
1 2 3 4 5 6 7




| Péhgés_ahanf

_-Tempat tangga] bulan tahun_
Jabatan

‘Tanda tangan pejabat yang

men geéahkan'

Nama

_ _Keterangan __ _

1. Kolom “Nomor” diisi dengan nomor urut _

2. Kolom “Kode Klas1ﬁkas1 dus1 dengan kode angka, huruf atau gabungan
angka dan huruf yang akan berguna ‘untuk mengmtegramkan antara
"penc1ptaan, penylmpanan dan penyusutan ars1p dalam- satu kode yang
sama sehmgga memudahkan pengelolaan _
Kolom . “Jenis Arsxp dllSl dengan _]udul dan ura1an smgkat yang
menggambarkan isi darl _]ems/ seri arsip; o

4. Kolom “ Klasifikasi - Keamanan dllSl dengan hngkat ‘keamanan dari
masmg-masmg Jems/ seri ar31p yautu sangat rahas1a raha31a, terbatas
atau biasa/ terbuka '

S. Kolom “Hak Akses” d11s1 dengan nama jabatan yang dapat melakukan
pengaksesan terhadap arsip berdasarkan tmgkat/ derajat kla31ﬁka31

. Kolom dasar pertlmbangan, d11s1 dengan uraian yang menerangkan alasan

pengkategorlan arsip sebagai sangat rahasia, rahasia dan terbatas.

7. Kolom unit pengolah diisi dengan unit kerja yang bertanggung jawab

-terhadap keselamatan dan keamanan fisik - dan mformam arsip yang

dlkategonkan sangat rahasm, rahama dan terbatas.

. Format Daftar Arsip Dinamis Berdasarkan Klas1ﬁka31 Keamanan dan Akses

Arsip Dinamis

Langkah- langkah Penyusunan Daftar Ar31p Dlnarms berdasarkan K1a81ﬁka51

: Keamanan dan Akses Arsip Dlnarms adalah sebaga1 berikut: -
1.

Penentuan Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses.
Penentuan K1a31ﬁka51 Keamanan dan Hak Akses dllakukan dengan

mempertlmbangkan

ca. _Aspek ketentuan peraturan perundang-undangan dan Norma Standar

Pedoman Kriteria masing-masing instansi;

f



b. nasu anansls'mngsx UTIT KEJA UAlL JOU LAESCIHpILIL, tail =~ .

2. Pencatuman Klas1ﬁkas1 Keamanan da_n Hak Akses pada kolom daftar

Hasil p_engntuan_ Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses A_r51p Dinamis pada

pe’ncipta arsip 'dituangkan' dalam kcilomLkolom yang terdiri dari: nomor,

kode klasifikasi, jenis arsip, klasifikasi keamanan hak akses dan dasar

'pertlmbangan dan unit pengolah.

Kode klasifikasi dicantumkan apabila sudah dlrmhkl Apabﬂa belum perlu .

_dﬁakukan analisis fungsi untuk rnenentukan Jenls arsip. tanpa meng131 -
_ kolom kode klasifikasi. '

3.

_ Pencatuman dasar pertlmbangan

Dasar pertnnbangan dituangkan untuk mengetahu1 alasan mengapa

arsip. dlkategonkan pada tmgkat/ derajat Klasifikasi keamanan sangat
rahasia, rahasia dan terbatas.
Menentukan unit pengolah

Unit pengolah perlu dicantumkan dalam daftar guna mengetahm unit .

‘yang bertanggung _]awab terhadap keselamatan dan keamanan fisik dan

1nformas1 arsip yang dlkategorﬂ{an ‘sangat: rahasna, ra.ha31a dan
terbatas. ' : '
Pengesahan oleh P1mp1nan Orgamsam _

Punpman orgamsa& yang berwenang mengesahkan Daftar Arsip
Dmamls berdasarkan klasﬁikam keamanan dan akses ars1p adalah

pimpinan pencipta _ar81p.
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